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Seiring Dengan  Meluasnya  Pasar  Obat-Obatan  Terlarang”,
https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/June/unodc-world-
drugreport-2023-warns-of-converging-crises-as-illicit-drug-markets-
continue-to-expand.html?testme, (diakses 9 Januari 2023).

Yuddin Chandra Nan Arief, “Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif

Indonesia”, http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-
pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia, (diakses 23 Oktober
2023).

. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan
United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Pemberantasan Peredaran  Gelap Narkotika  Dan
Psikotropika,1988). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan International Covenant On
Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana
Umum

Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana
Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak
Pidana Umum;

. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU-V/2007, Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Oktober
2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr,
perihal putusan tingkat pertama perkara Ichsanul Akbar bin Muhamad
Hanafi, 15 April 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 249/Pid.Sus/2020/PT.DKI, perihal
banding perkara Ichsanul Akbar bin Muhamad Hanafi, 29 Juni 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pid.Sus/2021, perihal kasasi perkara
Ichsanul Akbar bin Muhamad Hanafi, 18 Oktober 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1486/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr,
perihal putusan tingkat pertama perkara Syukur Hindarto Bin Alm Karno
Hadi, 13 April 2020.
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Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 248/Pid.Sus/2020/PT DKI, perihal
banding perkara Syukur Hindarto Bin Alm Karno Hadi, 29 Juni 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pid.Sus/2021, perihal kasasi perkara
Syukur Hindarto Bin Alm Karno Hadi, 29 April 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 450/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Utr,
perihal putusan tingkat pertama perkara Yanto, 26 Agustus 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/P1D/2014/PT.DKI, perihal banding
perkara Yanto, 12 November 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361/Pid.Sus/2015, perihal kasasi perkara
Yanto, 30 Juni 2015.
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